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Notaris adalah pejabat publik yang salah satu wewenangnya adalah melakukan legalisasi. Legalisasi
dilakukan terhadap dokumen publik yang berasal dari Indonesiayang akan digunakan di luar Negeri atau
sebaliknya yang dilaksanakan oleh Notaris atau Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Aplikas
Legalisas Elektronik (ALEGTRON). Dalam pelaksanaannya ALEGTRON belum menerapkan prinsip-
prinsip keandalan sebuah Penyelenggara Sistem Elektronik yang baik, ditambah lagi tidak adanya tanggung
jawab ALEGTRON selaku penyedia jasa terhadap kebenaran isi dokumen yang dilegalisasi melalui aplikasi
ini, sehingga membuka celah terjadinya penyal ahgunaan hasil legalisasi dari dokumen publik tersebut.
Masalah yang diangkat dalam tesis ini adalah mengenai pengaturan sistem keautentikan secara el ektronik,
akuntabilitas sistem elektronik dan tanggung jawab hukum penyelenggara sistem autentikasi dokumen yang
dilegalisasi secara elektronik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
yuridis normatif dengan tipe penelitian yang bersifat deskriptif analitis dengan metode analisa data
kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan tentang hukum keamanan informasi diatur
dalam UU no. 11 tahun 2018 dan UU No.19 tahun 2016 tentang perubahannya dan diatur lebih lanjut dalam
PP No.71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaks Elektronik, sedangkan pengaturan
tentang pertanggungjawaban akuntabilitas Sistem Elektronik diatur dalam pasal 15 UU Informasi dan
Transaks Elektronik, bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik
secara aman, andal dan bertanggung jawab. Sedangkan untuk pertanggungjawaban hukum adalah Presumed
Liability. ALEGTRON belum menyelenggarakan Sistem Elektronik yang sepenuhnya andal, aman dan
bertanggung jawab, tidak patuh dan tidak memenuhi kewajibannya sebagai sebuah Penyelenggara Sistem
Elektronik, Ditjen Administrass Hukum Umum (AHU) dapat dimintai pertanggungjawaban dan dapat
dijatuhi sanksi administratif.
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Notaries are officials whose one of its authority isto legalize. Legalization is carried out on documents
originating from Indonesia that will be used abroad or vice versa carried out by a Notary or the Ministry of
Law and Human Rights of the Re of Indonesia through the Electronic Legalization Application
(ALEGTRON). Initsimplementation, ALEGTRON has not applied the principles of reliability of a good
Electronic System Operator, plus the lack of responsibility of ALEGTRON as a service provider for the
correctness of the contents of documents legalized through this application, thus opening the gap for misuse
of the results of the legalization of the documents. The issuesraised in this thesis are regarding the
regulation of the electronic authenticity system, the accountability of the electronic system and the legal
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responsibilities of the document authentication system that is legalized electronically. Thisresearchisa
normative juridical research with descriptive type of research with qualitative data analysis methods. The
results of this study indicate that the regulation of information security law isregulated in Law no. 11 of
2018 and Law No. 19 of 2016 concerning amendments and are further regulated in PP No. 71 of 2019
concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions, while the regulation on
accountability of Electronic System accountability is regulated in article 15 of the Electronic Information
and Transaction Law, that the System Provider Electronics must carry out electronic systemsin a safe,
reliable and responsible manner. Whereas for legal liability is Presumed Liability. ALEGTRON has not
implemented an Electronic System that isfully reliable, safe and responsible, non-compliant and does not
fulfill its obligations as an Electronic System Operator, the Director General of General Law Administration
(AHU) can be held accountable and subject to administrative sanctions.



